LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA 

PANSUS RUU TENTANG LANDAS KONTINEN
KE PROVINSI SUMATERA UTARA
TANGGAL 7 – 9 JUNI 2021
I. Pendahuluan
A. Latar Belakang 
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Landas Kontinen merupakan inisiatif dari Pemerintah. RUU tersebut telah disampaikan oleh Presiden kepada Ketua DPR RI melalui Surat Presiden RI Nomor: R-42/Pres/10/2020 tanggal 8 Oktober 2020 perihal RUU tentang Landas Kontinen dan menugaskan Menteri Perikanan dan Kelautan, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Pertahanan untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tersebut di DPR-RI. Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen telah masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2021 untuk diprioritaskan pembahasan dan penyelesaiannya dan saat ini sedang dalam Pembicaraan Tingkat I di Panitia Khusus (Pansus) DPR RI.

Tujuan utama dari dibuatnya RUU tentang Landas Kontinen adalah untuk mengatur dan mengakomodasi perkembangan pengaturan mengenai landas kontinen di Indonesia. Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Namun demikian, Undang-Undang tersebut dibuat sebelum berlakunya Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982, dan masih mengacu pada Konvensi 1958. 

Penetapan dan penegasan batas luar Landas Kontinen sangat diperlukan terutama pada tahap pengelolaan sumber daya alam. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat banyak pada landas kontinen, oleh karena itu, Indonesia sedapat mungkin harus dapat memanfaatkan kekayaan alam tersebut. Penentuan batas Landas Kontinen juga sangat penting untuk menjamin kejelasan dan kepastian yurisdiksi negara pantai dalam menerapkan aturan. Hal ini dapat memberikan keuntungan multidimensi, misalnya, dalam memfasilitasi pengelolaan lingkungan laut secara efektif dan berkesinambungan serta peningkatan keamanan di laut (maritime security).
Prinsipnya kedaulatan (sovereignty) dan hak berdaulat (sovereign rights) adalah dua hal yang berbeda sesuai dengan konteks hukum internasional. Pada kedaulatan, berlaku kekuasaan penuh atas wilayah (territory) dan di sana berlaku hukum nasional. Sementara itu, pada hak berdaulat, tidak berlaku kekuasan penuh tetapi hak untuk mengelola dan memanfaatkan. Kawasan tempat berlakunya hak berdaulat ini dikenal dengan yurisdiksi, bukan wilayah atau territory. Dalam hal ini, di landas kontinen Indonesia tidak punya kedaulatan penuh tetapi berhak untuk mengelola kekayaan alamnya dan negara lain tidak berhak memanfaatkan kekayaan alam itu tanpa izin dari Indonesia.

Untuk dapat melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam tersebut, tentu dibutuhkan kejelasan dan kepastian hukum. Undang-undang Landas Kontinen yang telah ada (UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia) belum mengatur secara detail mengenai ketentuan yang harus dipenuhi terkait dengan pemanfaatan landas kontinen, dan cenderung masih memberikan amanat pada peraturan di bawahnya untuk dapat mengatur mengenai hal teknis seperti perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, untuk dapat memaksimalkan pemanfaatan landas kontinen, dirasa perlu bagi Indonesia untuk memiliki Undang-Undang Landas Kontinen baru yang telah menyesuaikan dengan ketentuan ketentuan dalam UNCLOS 1982 dan juga untuk melengkapi hal-hal yang belum diatur dalam UU No. 1 Tahun 1973.

Lebih lanjut, eksplorasi dan eksploitasi Landas Kontinen juga melibatkan banyak instansi pemerintah, namun demikian Undang-Undang No. 1 Tahun 1973 yang ada belum dapat secara komprehensif mengatur mengenai kelembagaan institusi yang terlibat dalam pemanfaatan Landas Kontinen. Dalam hal ini dirasa perlu untuk adanya undang undang baru yang mengakomodasi serta mengatur mengenai kelembagaan. 

Pemanfaatan potensi sumber daya alam di Landas Kontinen ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional termasuk kepentingan strategis pertahanan keamanan negara. Perizinan hanya akan diberikan jika bermanfaat bagi kepentingan nasional dan tidak membahayakan keselamatan dan keamanan negara. Hasil yang diperoleh harus menguntungkan perekonomian nasional, mendukung pembangunan demi kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia dan membuka kemungkinan terjadinya alih teknologi.

Selain itu, dalam RUU tentang Landas Kontinen juga dijelaskan mengenai penegakan hukum di landas kontinen, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dapat melaksanakan pengejaran seketika dan patroli di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia dilakukan oleh TNI AL, serta penyidikan tindak pidana di Landas Kontinen dilakukan oleh penyidik Perwira TNI dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu terdiri atas: PPNS dibidang Perikanan, PPNS di bidang lingkungan hidup, dan PPNS energi dan sumber daya mineral.
B. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Kunjungan Kerja Pansus RUU tentang Landas ke Provinsi Sumatera Utara dimaksudkan untuk mencari masukan, data, dan informasi dalam rangka pembahasan RUU tentang Landas Kontinen.
II. Isi Laporan
A. Hasil Kunjungan Kerja 
1. Pemerintah Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Kehutanan)
i. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menganggap landas kontinen sebagai hal yang penting mengingat Sumatera Utara memiliki 232 pulau tiga pulau di antaranya merupakan pulau terluar yaitu Pulau Berhala di Kabupaten Serdang Bedagai yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Pulau Simuk di Nias Selatan dan Pulau Wunga di Nias Utara.
ii. Keberadaan wilayah laut di Sumatera Utara yang memiliki luas kurang lebih 110.000 km2 atau 60,12% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara mempunyai hubungan yang sangat penting dalam rencana RUU tentang Landas Kontinen maupun aktivitas di landas kontinen. Berbagai aktivitas di atas laut Sumatera Utara sudah ada pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan termasuk di dalamnya perizinan-perizinan yang telah terbit.

iii. Sumatera Utara juga sudah mengatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2039 yang akan dijadikan dasar dalam pemanfaatan dan pengelolaan ruang laut di Sumatera Utara. Pengelolaan ruang laut di Sumatera Utara berdasarkan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di mana pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil. 
iv. Dinas Perikanan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan sesuai kewenangan maka kewenangan atas ruang laut yang dimiliki Dinas Perikanan hingga 12 mil. Dalam rangka penggunaan ruang laut 0-12 mil tersebut, Pemerintah Provinsi telah menerbitkan Perda No. 4 Tahun 2019. Di dalam Perda tersebut telah dibagi menjadi empat rencana alokasi ruang yang terdiri dari alokasi ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan Alur Laut. Alokasi ruang ini terdiri dari zonanya masing-masing, misalnya untuk Kawasan Pemanfaatan Umum terdiri dari zona pariwisata; zona pelabuhan; zona pertambangan; zona perikanan tangkap; zona perikanan budidaya; zona pergaraman; dan zona industri. Khusus berkaitan minyak dan gas bumi tidak terdapat di dalamnya karena minyak dan gas bumi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Di dalam Perda No. 4/2019 juga sudah diatur arah pemanfaatan masing-masing ruang tersebut.
v. Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu menyampaikan izin yang pernah dikeluarkan terhadap wilayah landas kontinen ini adalah Izin Lokasi Perairan. Semua rekomendasi teknis izin tersebut berada pada OPD-OPD teknis misalnya izin di bilang kelautan berada pada Kementerian Kelautan, di bidang ESDM berada pada Kementerian ESDM.
vi. Dinas ESDM menyampaikan  kewenangan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan provinsi adalah pengelolaan penetapan wilayah izin Usaha Pertambangan khusus mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah laut sampai dengan 12 mil disertai dengan izin-izin terkait. Saat ini berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009, kewenangan saat ini di pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di kawasan laut sampai dengan 12 mil tersebut sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
vii. Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan sudah melakukan kajian lingkungan hidup strategis terhadap Perda No. 4 Tahun 2019 karena seluruh kebijakan rencana dan/atau program provinsi harus memiliki kajian lingkungan hidup strategis. Untuk rencana usaha dan/atau kegiatan dalam wilayah 0-12 mil wilayah laut seperti melakukan pengerukan pasir laut diwajibkan ada pembahasan penilaian dokumen lingkungan hidupnya yang dilakukan oleh Komisi Pembahasan AMDAL. Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan pemantauan kualitas air laut. 
2. PT Pertamina (Persero)
a.   PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaannya yaitu PT Pertamina Hulu Energi NSO (“PHE NSO”) mengelola Wilayah Kerja Migas (WK) NSO di lepas pantai timur Provinsi Aceh, sejak tahun 2015. Di dalamnya terdapat kegiatan baik eksplorasi maupun eksploitasi. Selain itu melalui anak perusahaan PT Pertamina EP mengelola kegiatan eksploitasi di blok Langsa setelah terminasi dari TAC Blue Sky Langsa 14 Mei 2017.
b.   Kegiatan eksploitasi dikelola di fasilitas produksi lepas pantai pada Platform NSO-A yang berjarak 60 mil dari pesisir Aceh, yang menghasilkan gas sebesar 35 MMSCFD (per Maret 2021). Selain itu, untuk menjamin kelangsungan pasokan migas ke depannya, PHE NSO juga melakukan kegiatan eksplorasi yang diawali dengan survey seismik 2D sepanjang 2021 km pada tahun 2019, dan akan diikuti dengan pemboran tiga (3) sumur Eksplorasi pada tahun 2021 di kedalaman laut rata-rata 345 kaki. Pemboran sumur eksplorasi ini diharapkan dapat menambah produksi sebesar 80 MMSCFD dan 6500 BCPD (produksi maksimum) mulai tahun 2026. 
c.   Berkaitan dengan kegiatan eksplorasi, PHE NSO bertindak sebagai operator dalam melaksanakan kegiatan baik eksplorasi maupun eksploitasi. Pelaksanaan peran yang sudah dilakukan di WK NSO tersebut antara lain: 
1) Memproduksikan gas sebesar 35 MMSCFD (2021); 

2) Melakukan pemeliharaan fasilitas produksi (Platform NSO-A) – kegiatan rutin;
3) Survey seismik 2D sepanjang 2021 km pada 2019; dan
4) Pengeboran 3 sumur eksplorasi di tahun 2021-2022. 

d.   Berkaitan dengan kegiatan eksploitasi, Blok Langsa yang berada dalam WK Pertamina EP telah dilakukan kegiatan eksploitasi sejak 15 Mei 1997 sd 14 Mei 2017 melalui kerja sama kemitraan dengan TAC Blue Sky Langsa. Kegiatan eksploitasi yang sudah dilakukan antara lain: 
1) Memproduksikan minyak sejak 23 November 2001 dengan rata-rata produksi 1500 bopd dari 4 sumur produksi;
2) Pengeboran eksplorasi dan eksploitasi dengan jumlah total 8 sumur. Sejak 30 November 2017 produksi terhenti akibat badai yang menyebabkan rusaknya FPSO (Floating Production Storage & Offloading) dengan produksi terakhir ± 750 bopd. 

Kegiatan eksploitasi saat ini adalah upaya reaktivasi untuk memproduksikan kembali Blok Langsa. 

e. Dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, Pertamina melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, antara lain: 
1) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) selaku kementerian teknis yang melakukan pembinaan usaha migas, guna memperoleh hak pengelolaan WK Migas di landas kontinen. 

2) Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) selaku badan pelaksana, untuk memperoleh persetujuan teknis dan budget terkait program kerja eksplorasi dan eksploitasi di WK Migas di landas kontinen. 

3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, guna memperoleh persetujuan lingkungan sebelum program kerja eksplorasi dan eksploitasi dilaksanakan. 

4) Kementerian Perhubungan, melakukan koordinasi terkait dampak kegiatan eksplorasi dan eksploitasi terhadap lalu lintas pelayaran di sekitar lokasi proyek. Dalam hal kegiatan eksplorasi di WK NSO di Selat Malaka, ijin pelayaran rig semi submersible diperlukan dari dockyard di Batam menuju lokasi pemboran. 

f. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan WK NSO antara lain: 
1) Fasilitas produksi yang sudah cukup tua (aging facilities), sehingga tidak dapat difungsikan secara optimal dan menjadi tantangan tersendiri dalam pemenuhan komitmen produksi gas kepada pembeli. 

2) Kedalaman laut yang cukup dalam sehingga memerlukan spesifikasi rig yang canggih dan mahal seperti rig semi submersible atau drill ship. 

3) Kendala pandemi COVID-19 yang dapat menghambat kegiatan operasional baik dalam kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi. 

4) Batas sebelah Timur WK NSO juga merupakan perbatasan Wilayah Indonesia dengan Malaysia dan Thailand (peta terlampir), sehingga untuk melakukan kajian potensi migas di area perbatasan secara komprehensif,, yang menerus hingga ke arah Laut Andaman di sebelah utara WK, diperlukan kerja sama antarnegara tersebut. 

5) Gubernur, Bupati, dan Muspida provinsi dan kabupaten/kota, guna memperoleh rekomendasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi WK Migas. 

6) Masyarakat sekitar, khususnya wilayah terdampak, berupa sosialisasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, serta pemberian ganti rugi jika diperlukan. Dalam hal kegiatan pemboran tiga (3) sumur eksplorasi di WK NSO, saat ini sudah dilakukan pembayaran ganti rugi terhadap 17 (tujuh belas) rumpon yang terdampak. 

7) Pihak ketiga/mitra kerja, dalam skema kontrak kerja dengan berbagai penyedia barang maupun jasa dalam kegiatan pemboran. Dalam hal kegiatan pemboran tiga (3) sumur eksplorasi di WK NSO, total ada 29 (dua puluh sembilan) kontraktor yang bekerja sama dengan Pertamina dengan durasi kontrak sampai dengan 8 bulan. 

g. Kendala yang dihadapi dalam reaktivasi Langsa antara lain: 
1) FPSO yang digunakan sebelumnya adalah kontrak sewa dari PT Arah Prana di mana Kontraktor mengalami kesulitan finansial dan tidak berhasil mendapatkan investor sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban biaya perbaikan, FPSO ditahan di Batam.

2) Telah dilakukan permintaan penawaran sewa FPSO untuk update market price namun secara keekonomian masih belum ekonomis sampai ICP 80 USD/bbl, saat ini masih berupaya mencari FPSO lain yang lebih ekonomis. 

3) Belum diketahui kondisi umbilical atau flexible pipe bawah laut 

h. RUU tentang Landas Kontinen memiliki nilai strategis dalam upaya memperkuat dasar hukum Republik Indonesia dalam melakukan klaim atas landas kontinen di atas 200 mil laut, khususnya untuk tujuan pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk kemakmuran rakyat, termasuk melaksanakan eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam. Rancangan Undang-Undang ini merupakan landasan penting bagi Pertamina dalam mengelola WK Migas di wilayah laut dekat perbatasan, terutama untuk: 
1) Menjamin keberlangsungan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di WK NSO dan Langsa untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat; 
2) Meminimalisir potensi konflik di area perbatasan yang dapat mengganggu kelancaran operasional eksplorasi dan eksploitasi di WK NSO, mengingat WK NSO berbatasan langsung dengan 2 (dua) negara tetangga yaitu Malaysia dan Thailand. 
3) Membuka ruang kerja sama antar negara jika ditemukan sumber daya migas cukup besar yang melampar di kedua wilayah negara yang berdekatan. 
i. Gambar berikut adalah Peta Wilayah Kerja PHE-NSP di perbatasan Malaysia dan Thailand.
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j. Gambar berikut merupakan Peta Wilayah Kerja Blok Langsa Field Pangkalan Susu.
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3. Universitas Sumatra Utara

a. Universitas Sumatra Utara mendukung penyusunan dan pembentukan RUU Landas Kontinen agar segera disahkan menjadi UU, sehingga memberikan kepastian hukum terhadap landas kontinen di laut Indonesia dan pemanfaatannya terhadap sumber daya alam yang terkandung di dalamnya sehingga terjadi tertib hukum nasional dan internasional.

b. Universitas Sumatra Utara siap menjadi bagian serta bekerja sama dengan lembaga/institusi terkait lainya di laut landas kontinen Indonesia khususnya dengan titik landas kontinen yang terdekat dengan provinsi Sumatra Utara.

c. Selain itu juga Universitas Sumatra Utara terdiri atas beberapa fakultas yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Manajemen Sumber Daya Perairan Teknik Lingkungan dan Fakultas Ilmu Dan Teknologi Pangan siap untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian dan pemanfaatan sumber daya alam di laut landas kontinen Indonesia khususnya titik landas kontinen yang terdekat dengan provinsi Sumatra Utara.

4. TNI AL
a. RUU Landas Kontinen yang merupakan pengembangan serta penyempurnaan hukum nasional dalam hal ini meliputi materi hukum, struktur hukum, budaya hukum serta sarana dan prasarana penaatan dan penegakan hukumnya. 
b. Pengembangan materi hukum merupakan proses yang berkelanjutan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan perubahan ketentuan-ketentuan internasional yang mengatur tata hubungan antar negara.
c. Sehingga bagi TNI AL, terkait proses penyempurnaan RUU tentang landas kontinen ini, sangat mengharapkan untuk nantinya tidak hanya dapat berfungsi sebagai pengganti UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang landas kontinen Indonesia yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum serta kebutuhan pembangunan nasional. Adapun pengaturan di dalam UU Nomor 1 Tahun 1973 yang masih merujuk kepada Convention on the Continental Shelf (1958) Geneva, dengan disepakatinya UNCLOS 1982, sebagai tatanan formal, di mana pendefinisian tentang landas kontinen dijelaskan secara lebih komprehensif dan telah diratifikasi oleh banyak negara termasuk Indonesia terutama terkait dengan penetapan batas-batas terluar landas kontinen suatu negara pantai, sehingga dirasakan perlu untuk dapat ditetapkan Undang-Undang baru yang tidak hanya selaras dengan UNCLOS’82, akan tetapi juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam menjamin kepentingan nasional di Landas Kontinen, mulai dari aspek pengelolaan, pengawasan, perlindungan sampai dengan penegakan hukum dan kedaulatan sesuai dengan dinamika tantangan yang dihadapi dewasa ini serta pengakuan status Indonesia sebagai negara Kepulauan.
d. TNI AL siap ditempatkan sebagaimana yang diatur dalam RUU tentang Landas Kontinen

5. BAKAMLA
a. Konsepsi pengamanan dan pengawasan kegiatan di landas kontinen Indonesia. Landas kontinen sebagai hak berdaulat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepentingan nasional. 
b. Indonesia membutuhkan pengaturan landas kontinen sebagai dasar implementasi kepentingan nasional di laut. 
c. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia sebagai penegak hukum sesuai dengan amanat UU No. 32 Tahun 2014 memandang perlu adanya undang-undang tentang landas kontinen.
d. Sejumlah aspek yang melandasi pentingnya kehadiran aturan landas konten. Pertama, kerawanan keamanan laut di landas kontinen. Kerawanan atau ancaman tersebut antara lain kerusakan lingkungan akibat penangkapan ikan yang melanggar ketentuan seperti penggunaan bom dan trawl. Pencurian atau putusnya kabel laut akibat aktivitas kriminal dan lego jangkar tidak pada tempatnya.
III. Penutup
Demikian laporan kegiatan Kunjungan Kerja Pansus RUU tentang Landas Kontinen ke Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mendapatkan masukan terhadap RUU Landas Kontinen. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
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